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ABSTRAK 

      Trayek merupakan suatu lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa 

angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum dan angkutan khusus 

yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap 

maupun tidak berjadwal. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) 

Bagaimanakah prosedur pemberian izin trayek angkutan umum di Kabupaten 

Tanah Datar 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pengusaha trayek 

angkutan umum dalam pengurusan izin trayek di Kabupaten Tanah Datar 3) 

Upaya apa saja yang dilakukan oleh DPMPTSP  NAKER untuk mengatasi 

kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha trayek angkutan umum di 

Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode 

penelitian hukum yuridis sosiologis, pengumpulan data dengan wawancara dan 

studi dokumen serta analisa data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian 

yang penulis dapatkan: 1) Prosedur pemberian izin trayek angkutan umum di 

Kabupaten Tanah Datar sudah berjalan dengan semestinya tetapi masyarakat juga 

merasa persyaratannya sangat banyak. 2) Kendala-kendala yang dihadapi 

pengusaha trayek angkutan umum dalam pengurusan izin trayek di Kabupaten 

Tanah Datar masih sangat lama dan jangkauan untuk pengurusannya sangat jauh. 

3) Upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP  NAKER untuk mengatasi kendala-

kendala yang dihadapi pengusaha angkutan umum di Kabupaten Tanah Datar 

berupa kritikan secara lisan dan tulisan melalui petugas loket pengaduan  

pelayanan perizinan. 

      Kata Kunci : Prosedur, Perizinan, Trayek 
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KATA PENGANTAR 
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berjudul: “PROSEDUR PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN 
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(Alm) dan Ibu Sumanjo, yang tidak pernah lelah memberikan do’a 
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